
 

MK akan Dengar Keterangan DPR dan Presiden dalam Uji UU Perbankan Syariah 

 

Jakarta, 8 Maret 2022– Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan pengujian materiil 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sidang pada Selasa (8/3), pukul 11.00 WIB 

beragendakan Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden.  

 

Permohonan perkara nomor 65/PUU-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Rega Felix terkait norma Pasal 1 

angka 12 dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Menurut Pemohon UU Perbankan Syariah secara 

umum hanya mengatur soal kelembagaan perbankan syariah, tetapi prinsip-prinsip yang ada dalam 

transaksi perbankan syariah (secara khusus prinsip hak milik) tidak diatur. Akibatnya Pasal 26 UU Perbankan 

Syariah “memaksa” MUI maupun BI/OJK untuk mengatur materi muatan yang seharusnya diatur di dalam 

undangundang. Pemohon juga berpendapat UU Perbankan Syariah tidak mengatur terkait konsep hak milik 

dalam transaksi perbankan syariah, sedangkan negara melalui UU SBSN mengadopsi konsep trust terhadap 

tanah negara, dan negara juga mengeluarkan kebijakan pencatatan tanpa sertipikat, tetapi semua tidak 

dapat diberlakukan untuk hak milik dalam transaksi perbankan syariah, padahal hal itu seharusnya bisa 

dilakukan dengan melakukan perubahan UU Perbankan Syariah.   

 

Pemohon menjelaskan perbankan syariah akan sangat rentan terpengaruh terhadap situasi politik. 

Sehingga, Pemohon berpendapat seharusnya fungsi “menetapkan” suatu kaidah/norma hukum ada pada 

lembaga negara yang mendapatkan kewenangan atribusi/delegasi dari undang - undang, sehingga 

Pemerintah tidak dapat intervensi ataupun dengan mudah mencabutnya.  (TIR) 

 

Tentang Mahkamah Konstitusi 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas 
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.  

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan 
menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)   

http://www.mkri.id/

